
 

 

 

 

 

BUPATI DEMAK 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI DEMAK  

NOMOR 83 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 14 

TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  

KABUPATEN DEMAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI DEMAK, 

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (5) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak 

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak 

Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak; 

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan 

Kodefikasi Barang Milik Daerah dan untuk menyesuaikan 

dinamika peraturan perundang-undangan, Peraturan 

Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak perlu diubah 

untuk ketiga kali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 

Demak Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Demak; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

 

 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004              

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400);  

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang           

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015               

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679);  

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia     

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006           

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada 

Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah; 

16. Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak (Berita 

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 14) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir 

dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2017 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak 

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten 

Demak Tahun 2017 Nomor 46); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 14 TAHUN 2014 

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 

KABUPATEN DEMAK. 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 14            

Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak             

Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 46 

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 

Demak Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten 

Demak Tahun 2017 Nomor 46) pada Kebijakan Akuntansi Aset, 

meliputi huruf C Aset Non Lancar angka 2 Aset Tetap huruf C 

Pengukuran Aset Tetap, diubah dengan rincian perubahan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. 

 

 

Ditetapkan di Demak 

pada tanggal 2 November 2020  

 

 BUPATI DEMAK, 

 

    TTD 

 

 HM. NATSIR 

 

 

 

Diundangkan di Demak 

pada tanggal 2 November 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, 

 

TTD 

 

SINGGIH SETYONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR  84 

 

 

 

  

NO JABATAN PARAF 

1 SEKDA  

2 ASISTEN I  

3 KABAG HUKUM  

4 Plt. KA BPKPAD  



LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI DEMAK  

NOMOR 83 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK 

 

 

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET 

 

C. ASET NON LANCAR 

 

2. ASET TETAP 

C. Pengukuran Aset Tetap  

1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. 

2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan 

tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai 

wajar pada saat perolehan 

3) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat 

perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan 

suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten 

dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya 

diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, 

bukan pada saat perolehan awal. 

4) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi 

pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang 

mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang 

dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat 

diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak 

eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, 

tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses 

konstruksi. 

5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau 

konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat 

diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke 

kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk 

penggunaan yang dimaksudkan. 

6) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut: 

Jenis Aset Tetap Komponen Biaya Perolehan 

Tanah harga perolehan atau biaya pembebasan 

tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka 

memperoleh hak, biaya pematangan, 

pengukuran, penimbunan, dll. 



Jenis Aset Tetap Komponen Biaya Perolehan 

Peralatan dan 

Mesin 

pembelian, biaya pengangkutan, biaya 

instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk 

memperoleh dan mempersiapkan sampai 

peralatan dan mesin tersebut siap digunakan 

Gedung dan 

Bangunan 

harga pembelian atau biaya konstruksi, 

termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan 

pajak 

Jalan, Jaringan, & 

Instalasi 

biaya perolehan atau biaya konstruksi dan 

biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai 

jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap 

pakai 

Aset Tetap Lainnya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. 

 

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang 

diperoleh melalui kontrak meliputi 

pengeluaran nilai kontrak, biayaperencanaan 

dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. 

 

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang 

diadakan melalui swakelola, misalnya untuk 

Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung 

dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya 

bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, 

biaya perencanaan dan pengawasan, biaya 

perizinan, pajak, dan jasa konsultan 

 

7) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi 

sepanjang nilainya memenuhi batasan capitalization threshold. 

Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset 

tetap.  

8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan 

suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak 

dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset 

atau membawa aset ke kondisi kerjanya. 

9) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga 

pembelian.  

 

Penilaian Awal Aset Tetap 

10) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai 

suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya 

harus diukur berdasarkan biaya perolehan. 

 

 

 

 

 



Perolehan Secara Gabungan  

11) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh 

secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga 

gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-

masing aset yang bersangkutan. 
 

Aset Tetap Digunakan Bersama  

12) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, 

pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas 

Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan 

pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan 

surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang 

Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

13) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan 

pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian. 

 

Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 

14) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan 

pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum 

(fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya 

Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat 

penguasaannya berpindah 

15) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai 

berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah 

Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, 

maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset 

tetap fasos fasum diperoleh. 

 

Pertukaran Aset (Exchange of Assets)  

16) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau 

pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. 

Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset 

yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang 

dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara 

kas yang ditransfer/diserahkan. 

17) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu 

aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki 

nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam 

pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan 

tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam 

transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai 

tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.  

 

 

 

 

 

 

 



18) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan 

bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang 

dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-

nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-

bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang 

diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk 

pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal 

terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya 

kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan 

tidak mempunyai nilai yang sama. 

 

Aset Donasi  

19) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat 

sebesar nilai wajar pada saat perolehan. 

20) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa 

persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya 

perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang 

dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. 

Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan 

sangat handal bila didukung dengan bukti perpindahan 

kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.  

21) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut

 dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah

 daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun

 aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan 

kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. 

Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan 

aset tetap dengan pertukaran. 

22) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset 

donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan 

operasional. 

 

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures) 

23) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (subsequent 

expenditures) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan 

awal suatu aset tetap (subsequent  expenditures) yang dapat 

berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan 

besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam 

bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar 

kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi 

aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat 

(dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan. 

24) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran 

pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria 

sebagai berikut: 

a. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara: 

(1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau  

(2) bertambah umur ekonomis, dan/atau  

(3) bertambah volume, dan/atau  

(4) bertambah kapasitas produksi  



b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap 

tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset 

tetap yang ditetapkan (capitalization thresholds).  

25) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat 

atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk 

peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan 

mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah 

pemeliharaan/perbaikan/ penambahan yang merupakan 

pemeliharaan rutin / berkala / terjadwal atau yang dimaksudkan 

hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi 

baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau 

mempercantik suatu aset tetap.  

26) Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (capitalization thresholds) 

ditetapkan sebagai berikut:  

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat 

olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga 

ratus ribu rupiah).  

b) Pengeluaran atau pengadaan baru untuk Gedung dan 

Bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah)  

c) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana 

dimaksud diatas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk 

tanah, jalan/ irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa 

koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.  

 

Penyusutan 

27) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus 

(straight line method).  

28) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai 

beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset 

Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. 

29) Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada 

tabel di bawah ini:  

Kodifikasi Uraian 

Masa 

Manfaat 

(Tahun) 

1 3     ASET TETAP   

1 3 2   Peralatan dan Mesin   

1 3 2 01 Alat Besar Darat 10 

1 3 2 02 Alat Besar Apung 8 

1 3 2 03 Alat Bantu 7 

1 3 2 04 Alat Angkutan Darat Bermotor 7 

1 3 2 05 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 2 

1 3 2 06 Alat Angkutan Apung Bermotor 10 

1 3 2 07 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 3 

1 3 2 08 Alat Angkutan Bermotor Udara 20 

1 3 2 09 Alat Bengkel Bermesin 10 

1 3 2 10 Alat Bengkel Tak Bermesin 5 

1 3 2 11 Alat Ukur 5 



Kodifikasi Uraian 

Masa 

Manfaat 

(Tahun) 

1 3 2 12 Alat Pengolahan 4 

1 3 2 13 Alat Kantor 5 

1 3 2 14 Alat Rumah Tangga 5 

1 3 2 15 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5 

1 3 2 16 Alat Studio 5 

1 3 2 17 Alat Komunikasi 5 

1 3 2 18 Peralatan Pemancar 10 

1 3 2 19 Peralatan Komunikasi Navigasi 5 

1 3 2 20 Alat Kedokteran 5 

1 3 2 21 Alat Kesehatan Umum 5 

1 3 2 22 Unit Alat Laboratorium 8 

1 3 2 23 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15 

1 3 2 24 Alat Peraga Praktek Sekolah 5 

1 3 2 25 

Alat Laboratorium Fisika 

Nuklir/Elektronika 15 

1 3 2 26 

Alat Proteksi Radiasi/Proteksi 

Lingkungan 10 

1 3 2 27 

Radiation Application And Non 

Destructive Testing Laboratory Lainnya 10 

1 3 2 28 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7 

1 3 2 29 Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 15 

1 3 2 30 

Alat Laboratorium Standarisasi 

Kalibrasi Dan Instrumentasi 5 

1 3 2 31 Senjata Api 10 

1 3 2 32 Persenjataan Non Senjata Api 3 

1 3 2 33 Senjata Sinar 5 

1 3 2 34 Alat Khusus Kepolisian 5 

1 3 2 35 Komputer Unit 5 

1 3 2 36 Peralatan Komputer 5 

1 3 2 37 Alat Eksplorasi Topografi 5 

1 3 2 38 Alat Eksplorasi Geofisika 10 

1 3 2 39 Alat Pengeboran Mesin 10 

1 3 2 40 Alat Pengeboran Non Mesin 10 

1 3 2 41 Sumur 10 

1 3 2 42 Produksi 10 

1 3 2 43 Pengolahan Dan Pemurnian 10 

1 3 2 44 Alat Bantu Eksplorasi 10 

1 3 2 45 Alat Bantu Produksi 10 

1 3 2 46 Alat Deteksi 5 

1 3 2 47 Alat Pelindung 5 

1 3 2 48 Alat Sar 5 

1 3 2 49 Alat Kerja Penerbangan 10 

1 3 2 50 Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan 10 

1 3 2 51 Unit Peralatan Proses/Produksi 5 

1 3 2 52 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 50 



Kodifikasi Uraian 

Masa 

Manfaat 

(Tahun) 

1 3 2 53 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 50 

1 3 2 54 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 50 

1 3 2 55 Peralatan Olah Raga 5 

1 3 3   Gedung Dan Bangunan   

1 3 3 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 

1 3 3 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50 

1 3 3 03 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 50 

1 3 3 04 Bangunan Menara Perambuan 40 

1 3 3 05 Tugu/Tanda Batas 50 

1 3 4   Jalan, Irigasi, Dan Jaringan   

1 3 4 01 Jalan 10 

1 3 4 02 Jembatan 50 

1 3 4 03 Bangunan Air Irigasi 50 

1 3 4 04 Bangunan Pengairan Pasang Surut 50 

1 3 4 05 

Bangunan Pengembangan Rawa Dan 

Polder 25 

1 3 4 06 

Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & 

Penanggulangan Bencana Alam 10 

1 3 4 07 

Bangunan Pengembangan Sumber Air 

Dan Air Tanah 30 

1 3 4 08 Bangunan Air Bersih/Air Baku 40 

1 3 4 09 Bangunan Air Kotor 40 

1 3 4 10 Instalasi Air Bersih / Air Baku 30 

1 3 4 11 Instalasi Air Kotor 30 

1 3 4 12 Instalasi Pengolahan Sampah 10 

1 3 4 13 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 

1 3 4 14 Instalasi Pembangkit Listrik 40 

1 3 4 15 Instalasi Gardu Listrik 40 

1 3 4 16 Instalasi Pertahanan 30 

1 3 4 17 Instalasi Gas 30 

1 3 4 18 Instalasi Pengaman 20 

1 3 4 19 Instalasi Lain 5 

1 3 4 20 Jaringan Air Minum 30 

1 3 4 21 Jaringan Listrik 40 

1 3 4 22 Jaringan Telepon 20 

1 3 4 23 Jaringan Gas 30 

 

30) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam 

pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman. 

31) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam 

neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle 

disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. 

 

 



32) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang 

direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa: 

a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen 

sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang 

untuk dilakukan penghapusannya; dan 

b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang 

telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan 

penghapusan. 

33) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan 

terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan 

pada tabel berikut: 

URAIAN JENIS 

Persentase 

Renovasi/Resto 

rasi/Overhaul 

dari Nilai Perolehan 

(Diluar Penyusutan) 

Penambahan 

Masa 

Manfaat 

(Tahun) 

Alat Besar       

Alat Besar Darat Overhaul >0% s.d. 30% 1 

    >30% s.d 45% 3 

    >45% s.d 65% 5 

        

Alat Besar Apung Overhaul >0% s.d. 30% 1 

    >30% s.d 45% 2 

    >45% s.d 65% 4 

        

Alat Bantu Overhaul >0% s.d. 30% 1 

    >30% s.d 45% 2 

    >45% s.d 65% 4 

        

Alat Angkutan       

Alat Angkutan Darat 

Bermotor 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 

    >25% s.d 50% 2 

    >50% s.d 75% 3 

    >75% s.d.100% 4 

Alat Angkutan Darat 

Tak 

Bermotor 

Overhaul >0% s.d. 25% 0 

    >25% s.d 50% 1 

    >50% s.d 75% 1 

    >75% s.d.100% 1 

        

Alat Angkutan Apung 

Bermotor 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

    >25% s.d 50% 3 

    >50% s.d 75% 4 

    >75% s.d.100% 6 

        



URAIAN JENIS 

Persentase 

Renovasi/Resto 

rasi/Overhaul 

dari Nilai Perolehan 

(Diluar Penyusutan) 

Penambahan 

Masa 

Manfaat 

(Tahun) 

Alat Angkutan Apung 

Tak Bermotor 

Renovasi >0% s.d. 25% 1 

    >25% s.d 50% 1 

    >50% s.d 75% 1 

    >75% s.d.100% 2 

        

Alat Angkutan 

Bermotor 

Udara 

Overhaul >0% s.d. 25% 3 

    >25% s.d 50% 6 

    >50% s.d 75% 9 

    >75% s.d.100% 12 

        

Alat Bengkel dan Alat 

Ukur 

      

Alat Bengkel Bermesin Overhaul >0% s.d. 25% 1 

    >25% s.d 50% 2 

    >50% s.d 75% 3 

    >75% s.d.100% 4 

        

Alat Bengkel Tak ber 

Mesin 

Renovasi >0% s.d. 25% 0 

    >25% s.d 50% 0 

    >50% s.d 75% 1 

    >75% s.d.100% 1 

        

Alat Ukur Overhaul >0% s.d. 25% 1 

    >25% s.d 50% 2 

    >50% s.d 75% 2 

    >75% s.d.100% 3 

        

Alat Pertanian       

Alat Pengolahan Overhaul >0% s.d. 20% 1 

    >21% s.d 40% 2 

    >51% s.d 75% 5 

        

Alat Kantor dan 

Rumah 

Tangga 

  >0% s.d. 25% 0 

Alat Kantor Overhaul >25% s.d 50% 1 

    >50% s.d 75% 2 

    >75% s.d.100% 3 

        



URAIAN JENIS 

Persentase 

Renovasi/Resto 

rasi/Overhaul 

dari Nilai Perolehan 

(Diluar Penyusutan) 

Penambahan 

Masa 

Manfaat 

(Tahun) 

Alat Rumah Tangga Overhaul >0% s.d. 25% 0 

    >25% s.d 50% 1 

    >50% s.d 75% 2 

    >75% s.d.100% 3 

        

Alat Studio, 

Komunikasi 

dan Pemancar 

      

Alat Studio Overhaul >0% s.d. 25% 1 

    >25% s.d 50% 1 

    >50% s.d 75% 2 

    >75% s.d.100% 3 

        

Alat Komunikasi Overhaul >0% s.d. 25% 1 

    >25% s.d 50% 1 

    >50% s.d 75% 2 

    >75% s.d.100% 3 

        

Peralatan Pemancar Overhaul >0% s.d. 25% 2 

    >25% s.d 50% 3 

    >50% s.d 75% 4 

    >75% s.d.100% 5 

        

Peralatan Komunikasi 

Navigasi 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

    >25% s.d 50% 5 

    >50% s.d 75% 7 

    >75% s.d.100% 9 

        

Alat Kedokteran dan 

Kesehatan 

      

Alat Kedokteran Overhaul >0% s.d. 25% 0 

    >25% s.d 50% 1 

    >50% s.d 75% 2 

    >75% s.d.100% 3 

        

Alat Kesehatan Umum Overhaul >0% s.d. 25% 0 

    >25% s.d 50% 1 

    >50% s.d 75% 2 

    >75% s.d.100% 3 

        

Alat laboratorium       

Unit Alat laboratorium Overhaul >0% s.d. 25% 2 



URAIAN JENIS 

Persentase 

Renovasi/Resto 

rasi/Overhaul 

dari Nilai Perolehan 

(Diluar Penyusutan) 

Penambahan 

Masa 

Manfaat 

(Tahun) 

    >25% s.d 50% 3 

    >50% s.d 75% 4 

    >75% s.d.100% 4 

        

Unit Alat laboratorium 

Kimia Nuklir 

Overhaul >0% s.d. 25% 3 

    >25% s.d 50% 5 

    >50% s.d 75% 7 

    >75% s.d.100% 8 

        

Alat Laboratorium 

Fisika Nuklir/ 

Elektronika 

Overhaul >0% s.d. 25% 3 

    >25% s.d 50% 5 

    >50% s.d 75% 7 

    >75% s.d.100% 8 

        

Alat Proteksi radiasi / 

Proteksi Lingkungan 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

    >25% s.d 50% 4 

    >50% s.d 75% 5 

    >75% s.d.100% 5 

        

Radiation Application 

& Non Destructive 

Testing 

laboratory 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

    >25% s.d 50% 4 

    >50% s.d 75% 5 

    >75% s.d.100% 5 

        

Alat laboratorium 

Lingkungan Hidup 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 

    >25% s.d 50% 2 

    >50% s.d 75% 3 

    >75% s.d.100% 4 

        

Peralatan 

Laboratorium 

Hydrodinamica 

Overhaul >0% s.d. 25% 3 

    >25% s.d 50% 5 

    >50% s.d 75% 7 

    >75% s.d.100% 8 



URAIAN JENIS 

Persentase 

Renovasi/Resto 

rasi/Overhaul 

dari Nilai Perolehan 

(Diluar Penyusutan) 

Penambahan 

Masa 

Manfaat 

(Tahun) 

Alat laboratorium 

Standarisasi Kalibrasi 

& Instrumentasi 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

    >25% s.d 50% 4 

    >50% s.d 75% 5 

    >75% s.d.100% 5 

        

Alat Persenjataan       

Senjata Api Overhaul >0% s.d. 25% 1 

    >25% s.d 50% 2 

    >50% s.d 75% 3 

    >75% s.d.100% 4 

        

Persenjataan Non 

Senjata Api 

Renovasi >0% s.d. 25% 0 

    >25% s.d 50% 0 

    >50% s.d 75% 1 

    >75% s.d.100% 1 

        

Senjata Sinar Overhaul >0% s.d. 25% 0 

    >25% s.d 50% 0 

    >50% s.d 75% 0 

    >75% s.d.100% 2 

        

Alat Khusus Kepolisian Overhaul >0% s.d. 25% 1 

    >25% s.d 50% 1 

    >50% s.d 75% 2 

    >75% s.d.100% 2 

        

Komputer       

Komputer Unit Overhaul >0% s.d. 25% 1 

    >25% s.d 50% 1 

    >50% s.d 75% 2 

    >75% s.d.100% 2 

        

Peralatan Komputer Overhaul >0% s.d. 25% 1 

    >25% s.d 50% 1 

    >50% s.d 75% 2 

    >75% s.d.100% 2 

        

Alat Eksplorasi       

Alat Eksplorasi 

Topografi 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 



URAIAN JENIS 

Persentase 

Renovasi/Resto 

rasi/Overhaul 

dari Nilai Perolehan 

(Diluar Penyusutan) 

Penambahan 

Masa 

Manfaat 

(Tahun) 

    >25% s.d 50% 2 

    >50% s.d 75% 2 

    >75% s.d.100% 3 

        

Alat Eksplorasi 

Geofisika 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

    >25% s.d 50% 4 

    >50% s.d 75% 5 

    >75% s.d.100% 5 

        

Alat Pengeboran       

Alat Pengeboran Mesin Overhaul >0% s.d. 25% 2 

    >25% s.d 50% 4 

    >50% s.d 75% 6 

    >75% s.d.100% 7 

        

Alat Pengeboran Non 

Mesin 

Renovasi >0% s.d. 25% 0 

    >25% s.d 50% 1 

    >50% s.d 75% 1 

    >75% s.d.100% 2 

        

Alat Produksi 

Pengolahan dan 

Pemurnian 

      

Sumur Renovasi >0% s.d. 25% 0 

    >25% s.d 50% 1 

    >50% s.d 75% 1 

    >75% s.d.100% 2 

        

Produksi Renovasi >0% s.d. 25% 0 

    >25% s.d 50% 1 

    >50% s.d 75% 1 

    >75% s.d.100% 2 

        

Pengolahan dan 

Pemurnian 

Overhaul >0% s.d. 25% 3 

    >25% s.d 50% 5 

    >50% s.d 75% 7 

    >75% s.d.100% 8 

        

Alat Bantu Explorasi       

Alat Bantu Explorasi Overhaul >0% s.d. 25% 2 



URAIAN JENIS 

Persentase 

Renovasi/Resto 

rasi/Overhaul 

dari Nilai Perolehan 

(Diluar Penyusutan) 

Penambahan 

Masa 

Manfaat 

(Tahun) 

    >25% s.d 50% 4 

    >50% s.d 75% 6 

    >75% s.d.100% 7 

        

Alat Bantu Produksi Overhaul >0% s.d. 25% 2 

    >25% s.d 50% 4 

    >50% s.d 75% 6 

    >75% s.d.100% 7 

        

Alat keselamatan Kerja       

Alat Deteksi Overhaul >0% s.d. 25% 1 

    >25% s.d 50% 2 

    >50% s.d 75% 2 

    >75% s.d.100% 3 

        

Alat Pelindung Renovasi >0% s.d. 25% 0 

    >25% s.d 50% 0 

    >50% s.d 75% 1 

    >75% s.d.100% 2 

        

Alat Sar Renovasi >0% s.d. 25% 0 

    >25% s.d 50% 1 

    >50% s.d 75% 1 

    >75% s.d.100% 2 

        

Alat Kerja Penerbang Overhaul >0% s.d. 25% 2 

    >25% s.d 50% 3 

    >50% s.d 75% 4 

    >75% s.d.100% 6 

        

Alat Peraga       

Alat Peraga Pelatihan 

dan Percontohan 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

    >25% s.d 50% 4 

    >50% s.d 75% 5 

    >75% s.d.100% 5 

        

Peralatan Proses / 

Produksi 

      

Unit Peralatan Proses 

/ Produksi 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

    >25% s.d 50% 3 

    >50% s.d 75% 4 



URAIAN JENIS 

Persentase 

Renovasi/Resto 

rasi/Overhaul 

dari Nilai Perolehan 

(Diluar Penyusutan) 

Penambahan 

Masa 

Manfaat 

(Tahun) 

    >75% s.d.100% 4 

        

Rambu-rambu       

Rambu-rambu Lalu 

lintas Darat 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 

    >25% s.d 50% 2 

    >50% s.d 75% 3 

    >75% s.d.100% 4 

        

Rambu-rambu Lalu 

lintas Udara 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 

    >25% s.d 50% 2 

    >50% s.d 75% 2 

    >75% s.d.100% 4 

        

Rambu-rambu Lalu 

lintas Laut 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 

    >25% s.d 50% 1 

    >50% s.d 75% 2 

    >75% s.d.100% 2 

        

Peralatan Olah Raga       

Peralatan Olah Raga Renovasi >0% s.d. 25% 1 

    >25% s.d 50% 1 

    >50% s.d 75% 2 

    >75% s.d.100% 2 

        

Gedung dan Bangunan       

Bangunan Gedung 

Tempat Kerja 

Renovasi >0% s.d. 25% 5 

    >25% s.d 50% 10 

    >50% s.d 75% 15 

    >75% s.d.100% 50 

        

Bangunan Gedung 

Tempat Tinggal 

Renovasi >0% s.d. 30% 5 

    >30% s.d 45% 10 

    >45% s.d 65% 15 

        

Monumen       

Candi/ Tugu 

Peringatan 

/ Prasasti 

Renovasi >0% s.d. 30% 5 



URAIAN JENIS 

Persentase 

Renovasi/Resto 

rasi/Overhaul 

dari Nilai Perolehan 

(Diluar Penyusutan) 

Penambahan 

Masa 

Manfaat 

(Tahun) 

    >30% s.d 45% 10 

    >45% s.d 65% 15 

        

Bangunan Menara       

Bangunan Menara 

Perambuan 

Renovasi >0% s.d. 30% 5 

    >30% s.d 45% 10 

    >45% s.d 65% 15 

        

Tugu Titik Kontrol / 

Prasasti 

      

Tugu / Tanda batas Renovasi >0% s.d. 30% 5 

    >30% s.d 45% 10 

    >45% s.d 65% 15 

        

Jalan, Irigasi dan 

Jaringan 

      

Jalan Renovasi >0% s.d. 30% 2 

    >30% s.d 60% 5 

    >60% s.d 100% 10 

        

Jembatan Renovasi >0% s.d. 30% 5 

    >30% s.d 45% 10 

    >45% s.d 65% 15 

        

Bangunan Air       

Bangunan Air Irigasi Renovasi >0% s.d. 5% 2 

    >5% s.d 10% 5 

    >10% s.d 20% 10 

        

Bangunan Pengairan 

Pasang Surut 

Renovasi >0% s.d. 5% 2 

    >5% s.d 10% 5 

    >10% s.d 20% 10 

        

Bangunan 

Pengembangan Rawa 

dan Polder 

Renovasi >0% s.d. 5% 1 

    >5% s.d 10% 3 

    >10% s.d 20% 5 

        



URAIAN JENIS 

Persentase 

Renovasi/Resto 

rasi/Overhaul 

dari Nilai Perolehan 

(Diluar Penyusutan) 

Penambahan 

Masa 

Manfaat 

(Tahun) 

Bangunan Pengaman 

Sungai/Pantai & 

Penanggulangan 

Bencana alam 

Renovasi >0% s.d. 5% 1 

    >5% s.d 10% 2 

    >10% s.d 20% 3 

        

Bangunan 

Pengembangan 

Sumber air dan Tanah 

Renovasi >0% s.d. 5% 1 

    >5% s.d 10% 2 

    >10% s.d 20% 3 

        

Bangunan Air 

Bersih/Air Baku 

Renovasi >0% s.d. 30% 5 

    >30% s.d 45% 10 

    >45% s.d 65% 15 

        

Bangunan Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30% 5 

    >30% s.d 45% 10 

    >45% s.d 65% 15 

        

Instalasi       

Instalasi Air Bersih/Air 

baku 

Renovasi >0% s.d. 30% 2 

    >30% s.d 45% 7 

    >45% s.d 65% 10 

        

Instalasi Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30% 2 

    >30% s.d 45% 7 

    >45% s.d 65% 10 

        

Instalasi Pengelolahan 

Sampah 

Renovasi >0% s.d. 30% 1 

    >30% s.d 45% 3 

    >45% s.d 65% 5 

        

Instalasi Pengolahan 

Bahan Bangunan 

Renovasi >0% s.d. 30% 1 

    >30% s.d 45% 3 

    >45% s.d 65% 5 

        



URAIAN JENIS 

Persentase 

Renovasi/Resto 

rasi/Overhaul 

dari Nilai Perolehan 

(Diluar Penyusutan) 

Penambahan 

Masa 

Manfaat 

(Tahun) 

Instalasi Pembangkit 

Listrik 

Renovasi >0% s.d. 30% 5 

    >30% s.d 45% 10 

    >45% s.d 65% 15 

        

Instalasi Gardu Listrik Renovasi >0% s.d. 30% 5 

    >30% s.d 45% 10 

    >45% s.d 65% 15 

        

Instalasi Pertahanan Renovasi >0% s.d. 30% 1 

    >30% s.d 45% 3 

    >45% s.d 65% 5 

        

Instalasi gas Renovasi >0% s.d. 30% 5 

    >30% s.d 45% 10 

    >45% s.d 65% 15 

        

Instalasi Pengaman Renovasi >0% s.d. 30% 1 

    >30% s.d 45% 1 

    >45% s.d 65% 3 

        

Instalasi Lain Renovasi >0% s.d. 30% 1 

    >30% s.d 45% 1 

    >45% s.d 65% 3 

Jaringan       

Jaringan Air Minum Overhaul >0% s.d. 30% 2 

    >30% s.d 45% 7 

    >45% s.d 65% 10 

        

Jaringan Listrik Overhaul >0% s.d. 30% 5 

    >30% s.d 45% 10 

    >45% s.d 65% 15 

        

Jaringan Telepon Overhaul >0% s.d. 30% 2 

    >30% s.d 45% 5 

    >45% s.d 65% 10 

        

Jaringan Gas Overhaul >0% s.d. 30% 2 

    >30% s.d 45% 7 

    >45% s.d 65% 10 

        

Barang Bercorak 

Kebudayaan/ Kesenian 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 



URAIAN JENIS 

Persentase 

Renovasi/Resto 

rasi/Overhaul 

dari Nilai Perolehan 

(Diluar Penyusutan) 

Penambahan 

Masa 

Manfaat 

(Tahun) 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d 100% 2 

    

Peralatan dan Mesin 

dalam Renovasi 
Overhaul >0% s.d 100% 2 

    

Gedung dan Bangunan 

Dalam Renovasi 
Overhaul >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Jalan, Irigasi dan 

Jaringan dalam Renovasi 
Overhaul >0% s.d 100% 5 

    

 

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation) 

34) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan 

karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut 

penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. 

Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan 

ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. 

35) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai 

penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset 

tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran 

keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai 

tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas. 

 

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap 

36) Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari 

neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan 

penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat 

ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada 

Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan 

DPRD.  
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